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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b>

Terbentuknya perjanjian ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah

Republik Indonesia dengan negara-negara lain merupakan upaya strategis dalam rangka meningkatkan

kerjasama di bidang penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan. Dengan terbentuknya perjanjian

ekstradisi tersebut maka para pelaku tindak pidana yang sedang dicari dan melarikan diri keluar negeri tidak

dapat lolos dengan mudah dari tuntutan hukum. Walaupun masalah ekstradisi pada dasarnya dipandang

sebagai bagian dari hukum internasional, tetapi pembahasannya tidak mungkin hanya ditekankan pada segi

hukum internasional saja. Banyak hal yang tidak diatur lebih jauh dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi,

terutama jika masalahnya merupakan masalah dalam negeri dari masing-masing negara. Tesis ini membahas

mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Lintas Negara

Melalui Perjanjian Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Penelitian ini bersifat

yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam praktik

pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia lintas negara

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Penelitian

ini juga menjelaskan secara rinci kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasi kendala-

kendala tersebut.

<hr><i><b>ABSTRACT</b>

The establishment of extradition agreements and mutual assistance in criminal matters between the

Government of the Republic of Indonesia and other countries is a strategic effort in the framework of

increasing cooperation in the field of law enforcement and the implementation of justice. With the formation

of extradition agreements and mutual assistance in criminal matters, the perpetrators of crimes that are being

sought and fleeing abroad cannot escape easily from lawsuits. Although the problem of extradition is

basically seen as part of international law, the discussion cannot be emphasized only in terms of

international law. Many things are not further regulated in extradition agreements and mutual assistance,

especially if the problem is a domestic problem from each country. This thesis discusses Law Enforcement

Against Actors of Transnational People Smuggling through Extradition Agreements and Mutual Assistance

in Criminal Matters. This research is normative juridical. The results of the study concluded that there were

several obstacles in the practice of law enforcement against perpetrators of transnational people trafficking

crimes based on Law No. 1 of 1979 and Law No. 1 of 2006. The study also explained in detail what

obstacles were faced and how to overcome these obstacles.</em></p><p> </p><p> </p>
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